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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

sejarah warga Yogyakarta dapat memperoleh hak atas tanah di wilayah Provinsi DIY, 

serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana caranya Warga Negara 

Indonesia Keturunan dapat memperoleh hak atas tanah di Provinsi DIY. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan sejarah hukum yang dipergunakan untuk mengetahui apa 

yang menjadi landasan pembuatan peraturan pemberian hak atas tanah bagi Warga 

Negara Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia non pribumi di DIY, dan juga 

pendekatan politik hukum yang dipergunakan untuk mengkaji apakah peraturan 

mengenai pemberian hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia non pribumi 

sudah sesuai dengan ciri khas tanah di DIY. 

Melalui penelitian yang dilakukan, diketahui mengenai gambaran umum DIY, 

sejarah peroleh hak atas tanah di DIY, pembatasan perolehan hak atas tanah bagi 

Warga Negara Indonesia non pribumi dan upaya-upaya atau cara-cara yang dilakukan 

untuk memperoleh perlakuan yang sama, serta pembatasan perolehan hak milik atas 

tanah pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan ada yang melalui jalur hukum da nada 

juga yang menempuh jalur non hukum. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk 

memperoleh hak atas tanah di DIY masyarakat Yogyakarta melewati beberapa 

tahapan karena tanah di DIY sebagian besar merupakan tanah Kasultanan dan 

Kadipaten. Selain itu instruksi kepala daerah yang mengatur masalah penyeragaman 

peraturan mengenai pemberian hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia non 

pribumi masih berlaku meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

sudah tidak mengatur lagi masalah pribumi dan non pribumi. Pembatasan perolehan 

hak milik juga diatur untuk tanah pertanian. Namun pembatasan tersebut merupakan 

diskriminasi positif. 

Kata Kunci : Kewarganegaraan, pertanahan di DIY, Pembatasan perolehan hak. 
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ABSTRACT 

A goal of this research is to prove and analyzed the citizen in Yogyakarta got 

their right for its land law in Special Province of Yogyakarta, moreover to know 

about its land law based on its race, Chinese. This research use normative legal 

research. Its research use historical background in Indonesian law to know how the 

citizen gets its right in Special Province of Yogyakarta, for its native and others; 

considered on political law in Special Province of Yogyakarta gives justice for all of 

its citizens based on its characteristic of Special Province of Yogyakarta law. 

Due this research, characteristic of Special Province of Yogyakarta as well 

known as in its right to get their private lands; also see while the researcher face some 

problems and facts where the Indonesian native based on race  tries get its rights in 

laws. 

Based on research, to get private land must follow some rules because the 

Kasultanan and the Pakualaman are the two land lord owners in Yogyakarta. Other 

reason, Special Province of Yogyakarta has instruction for native and native based on 

race that crash with Indonesian Government’s instruction which is the supreme 

instruction in Indonesia. It also due in farm land owner and it cause positive 

discrimination in law. 

Key word: Citizenship, land owner in Special Province of Yogyakarta, restriction of 

right. 
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